KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR £/ ¢2TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi
Anggaran, serta Pengadaaan Barang dan Jasa dalam ragka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid- 9);

c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2019 Nomor B/620/AA.05/2019,
dipandang perlu menyempurnakan Indikator Kinerja
dalam dokumen perencanaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, dan ¢ perlu menetapkan dalam suatu
keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



S. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota
Banda Aceh 2007-2027;

14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banda
Aceh;

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota

Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan
oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyusun dokumen Penetapan Kinerja,
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

I



KETIGA

KEEMPAT

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan

Walikota Banda Aceh Nomor 597 Tahun 2018 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekelirnan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30-Jepéember 2020 M
1441 H

WALIROTA BANDA ACEH,/)

.

V‘k AMINULLAH USMAN




MISII:
MENINGKATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DALAM BIDANG AQIDAH, SYARIAH DAN AKHLAK

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR :
TANGGAL :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUSAN SUMBER DATA
UTAMA
1 2 3 7] 5 6

Terwujudnya nilai - nilai
Islami dalam seluruh
aspek kehidupan warga
Kota Banda Aceh

Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
penerapan syariat [slam

Indeks Kota Syariah Kota
Banda Aceh

Jumlah nilai yang dicapai
berdasarkan hasil survei
pelaksanaan Syariat Islam

Dinas Syariat Islam,
Satpol PP & WH, MPU,
dan MAA

MISIII:
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO TUJUAN SASARAN L Ol S RUMUSAN SUMBER DATA
UTAMA
1 2 3 4 5 6
2 |Mewujudkan pendidikan |Terpenuhinya Standar Persentase Indikator SNP

kota Banda Aceh yang
bermutu, berdaya saing,
berkarakter Islami dan
berprestasi

Nasional Pendidikan (SNP)
pada setiap jenjang
pendidikan

yang telah dipenuhi
Sekolah

Jumlah sekolah yang mencapai
SNP dibagi total Sekolah dikali
100%

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas
Syariat Islam, Sekretariat
MPD

MISI III :
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PARIWISATA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA

o] TU

N JUAN SASARAN UT RUMUSAN SUMBER DATA
1 2 3 4 S 06
3 |Mewujudkan Peningkatan kesejahteraan |Angka kemiskinan Jumlah angka kemiskinan Dinas Pemberdayaan

pertumbuhan ekonomi
yang inklusive dan
kesejahteraan merata

masyarakat

1-F_(t=0)"k

Masyarakat Gampong,
Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas
Sosial, Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Pangan,
Pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Baitul Mal

Tingkat Pengangguran
Terbuka

Jumlah penganggur terbuka
usia angkatan kerja dibagi
jumlah penduduk angkatan
kerja dikali 100%

Dinas Tenaga Kerja,
Dinas Sosial, Dinas
Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Gampong,
Baitul Mal, Dinas
Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan

Persentase Peningkatan
Nilai Investasi

Jumlah nilai Investasi berskala
nasional (PMDN/PMA) tahun
pengamatan dikurang jumlah
nilai Investasi berskala nasional
(PMDN/PMA) sebelumnya dibagi
jumlah nilai Investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
sebelumnya dikali 100%

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas
Koperasi, UKM dan
Perdagangan

MISI IV :
MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

NO TUJUAN SASARAN IHDECLTOH SN RIA RUMUSAN SUMBER DATA
UTAMA
1 2 3 4 5 6
4 |Meningkatkan kualiatas |Meningkatnya Indeks Persentase Indikator Kota [Jumlah indikator keluarga sehat |Dinas Kesehatan,

kesehatan masyarakat

Keluarga Sehat

Sehat yang terpenuhi

yang dicapai dibagi total
indikator keluarga sehat dikali
100%

Kecamatan




MISIV :

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

INDIKATOR KINERJA

NO TUJUAN SASARAN uT. RUMUSAN SUMBER DATA
1 2 304 L 5 ; SaiiG
5 |Mewujudkan tata kelola [Terwujudnya Kota Banda  |Indeks Kepuasan Nilai Survey Kepuasan Sekretariat Daerah,
pemerintahan yang baik |Aceh sebagai Kota Ramah |Masyarakat (IKM) Masyarakat DisDukcapil, DPMPTSP,
Birokrasi Inspektorat, RSU
Meuraxa, Kecamatan,
Dinas Kominfotik (PPID),
Dinas Tenaga Kerja,
Dinas Kesehatan, DLHK3
MISI VI :
MEMBANGUN INFRASTUKTUR KOTA YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
NO TUJUAN SASARAN THDIEATOR HINERIA RUMUSAN SUMBER DATA
UTAMA
1 2 3 4 5 6

6 |Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana
serta prasarana kota
yang berwawasan
lingkungan dan
berkesinambungan

Peningkatan sarana dan
prasarana yang mendukung
pencapaian Kota Layak
Huni

Indeks Infrastruktur Kota
Layak Huni

Jumlah nilai survey indeks kota
layak huni Kota Banda Aceh

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Dinas Permukiman
Kumubh, Dinas
Kesehatan, DLHK3,
Dinas Perhubungan

MISI VII :

MEMPERKUAT UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDINGAN ANAK

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUSAN SUMBER DATA
UTAMA
1 2 3 4 o 6
Meningkatkan kualitas  [Pemerataan pembangunan [Indeks Pembangunan DP3AP2KB, Dinas
hidup perempuan dan berbasis gender dan ramah |Gender (IPG) 1PG = 1/3 I(Xm(Lj +X|d¢[1'|+ Iir,:-.:':.-)] Kesehatan, BAPPEDA,

anak serta pengendalian
penduduk

anak

Xede(l)= Xede untuk harapan
hidup Xede(2)= Xede untuk
harapan pendidikan Ilnc-dsi =
indeks distribusi pendapatan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Gampong

Persentase Indikator Kota
layak anak yang dipenuhi

jumlah Indikator Kota Layak
Anak yang dicapai dibagi total
Indikator Kota Layak Anak
dikali 100%

DP3AP2KB, Dinas
Perhubungan, Dinas
Kesehatan, DLHK3,
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

TA BAND,

i

VAMINULLAHU MAN'J\




